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Abstract

PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) and thevis of lllegal Logging in
the period 2009-2010 the focus of mass media. dhesfof the reports motivated
by contradictory realities. On the one hand for fimst time since a Regional
Head of local autonomy (Regent) was convicted efuption (graft) related
license for utilization of timber forest product®¥ PHHK) that led to the illegal
logging activities that also involve PT. RAPP. Whdn the other hand, the
Ministry of Forestry by SK MENHUT/327/2009, prosdexpansion of the
Semenanjung Kampar to PT. RAPP considered probleraatl potentially the
activity of lllegal Logging. This paper aims tastianalyze the media coverage of
lllegal Logging on the existence PT. RAPP in 20022 Second, describe and
analyze the implications of the media coveragdlegal Logging on the existence
PT. RAPP in 2009-2010. This paper uses construstigmedia) and political
economy communication as a theoretical approacle. rEisults of the discussion
showed that, the first the relationship of llledalgging and PT. RAPP has been
constructed by the media that shows if the presefibeth (PT RAPP and lllegal
Logging) in the year 2009-2010 run separately antlimked. The second, so the
news about the activities undertaken lllegal Logg(falleged’) in PT RAPP an
issue of 'ambiguous' and different from each otlerthis context, if the news
showed lllegal Logging, rather than an integral paf the production process
(activities) PT. RAPP.
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Abstrak

PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan kegiatiegal Logging

(penebangan liar) pada priode 2009-2010 menjadiutokpemberitaan di
media massa. Fokus pemberitaan tersebut dilatakseigi oleh realitas yang
saling kontradiktif. Pada satu sisi untuk pertamalikya semenjak otonomi
daerah seorang Kepala Daerah (Bupati) dihukum kar&arupsi (gratifikasi)

terkait izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayuRHHK) yang berujung

pada kegiatan lllegal Logging yang turut melibatkBi RAPP. Sementara
pada sisi lain, Departemen Kehutanan berdasarkan MENHUT No0.327

Tahun 2009 memberikan perluasan wilayah kawasanbganSemenanjung
Kampar kepada PT. RAPP yang dinilai bermasalah darpotensi terjadinya
kegiatan Illegal Logging. Makalah ini bertujuan, rfeema, menganalisis
pemberitaan lllegal Logging media masa terhadapekattaan PT. RAPP pada
tahun 2009-2010. Kedua, menjelaskan dan mengasalgplikasi pemberitaan
lllegal Logging media masa terhadap keberadaan RAPP pada tahun 2009-



2010. Makalah ini menggunakan konstruksionis (median ekonomi politik
komunikasi sebagai pendekatan teoritisnya. Hasinipghasan menunjukkan
bahwa, pertama, hubungan lllegal Logging dan PTPRAelah terkonstruksi
oleh media masa yang menunjukkan jika keberadadonakga (PT. RAPP dan
lllegal Logging) pada tahun 2009-2010 berjalan tisgh dan tidak saling terkait.
Kedua, pemberitaan tentang kegiatan Illlegal Loggingng dilakukan
(‘dituduhkan’) pada PT RAPP menjadi persoalan ydngendua’ dan saling
berbeda. Dalam konteks inilah menujukkan apabilaniperitaan lllegal Logging
tersebut, bukan bagian integral dari proses prodiksgiatan) PT. RAPP.

Kata Kunci: PT. RAPP]llegal Logging dan , Ekonomi Politik Komunikasi

. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuatan media massa sebagai saluran untuk mempdngapara
pembacanya memberikan andil yang signifikan bagilpetukan cara berpikir
umum (opini publik). Ini termasuk pemberitaan yabgrhubungan dengan
kegiatanlllegal Logging (pembalakan liar) di Indonesia umumnya dan Riau
khususnya. Realitas ini dalam komunikasi pemeriatal{interaksi antar
masyarakat dan pembuat kebijakan) yang menyebabiaia massa dinilai
menjadi penggerak utama dalam usaha mempengarufiakpe individu
terhadap hasil berita yang diterimanya.

Bersandarkan pada realita tersebut maka digunakamkedia massa dalam
proses mengkonstruksi cara berpikir untuk selaygtbertindak (merespon)
terhadap hasil pemberitaan yang dibacanya. Dalafurgan itu, maka

realitas yang akan terbangun tidak dapat dipisahdd@ara komunikasi dan
kebijkan (pemerintahan). Sementara dampak daryglsaran pesan terhadap
khalayak luas akan terjadi secara cepat, kuat degifm

Sementara dari sisi lain, peran media massa dalambantuk cara berpikir
dan bertindak (berprilaku) sebagaimana kajian yatitpkukan Walter
Lippman (Hasrullah 2001), mengungkapkan bahwa aesihalayak tidak
hanya pada peristiwa-peristiwa aktual yang dialaaja, melainkan juga pada
lingkungan tempat mereka berad@sudo environment)Realitas cara
berpikir inilah yang menyebabkan khalayak oleh lo@m disebut sebagai
pendapat umump(blic opinior). Berdasarkan kajiannya ini, maka Lippman
menegaskan bahwa pendapat umum pemberitaan ditantolelalui media
massa (Hasrullah 2001, 38).

Bersandarkan pada argumentasi tersebut menujukken media massa
menjadi saluran penting (primadona) guna menyangpaikformasi, baik
politik, ekonomi, sosial atau yang lainnya. Bahkaredia massa dapat
digunakan sebagai alat yang mampu menjustifikesditess sosial yang terjadi
di masyarakat. Kemudian denggengaruh kuatmedia massa pelbagai
lembaga pemerintahan (politik) dan termasuk institbisnis seperti PT.
RAPP perusahaan besar yang bergerak di bidang |mage bubur kertas



terbesar di Asia Tenggara ini menjadi lahan pent@aannya.

Mencermati dan memahami realitas tersebut, makakdiy jika media
cenderung dapat digunakan oleh kelompok kepentingaartai politik,
kelompok penekan maupun perusahaan besar sebaggomtrol sistem
politik yang sekaligus dapat membangun citra pdraaa.

Berdasarkan pada pelbagai penjelasan sebelumnyka mguan penulisan
makalah ini adalah (i) Menganalisis pemberitaaagll Logging media masa
terhadap keberadaan PT. RAPP pada tahun 2009-2)10Menjelaskan dan
menganalisis implikasi pemberitaan lllegal Loggimgedia masa terhadap
keberadaan PT. RAPP pada tahun 2009-2010.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Guna membantu menjelaskan terhadap permasalahag géemukakan
sebelumnya dan guna menjawab sesuai tujuan pemutiakalah ini, maka perlu
digunakan dua pendekatan sebagai kerangka tegatigakni, (i) Pendekatan
Konstruksionis, dan (iij) Ekonomi Politik Kumunikas

1. Pendekatan Konstruksionis

Pendekatan Konstruksionis mempunyai penilaian serdigaimana media,

wartawan dan berita dilihat. Bagi kaum konstruksprealitas tersebut bersifat
subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkanelol konsep subjektif

wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sugandang tertentu

dari wartawan (Eriyanto 2002). Di sini tidak adaalieas yang bersifat

objektif. Oleh karena realitas itu tercipta melalkionstruksi dan

pandangan tertentu. Realitas dapat berbeda-bedmnteng pada bagaimana
konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawsng mempunyai

pandangan berbeda (Eriyanto 2002).

Dalam pandangan konstruksionis, media (wartawaRkatiah sekadar
saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkokstirurealitas,
lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannyaniDnedia dipandang
sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikaalitas. Pandangan
semacam ini menolak argumen yang menyatakan medials-olah sebagai
tempat saluran bebas. Berita yang dibaca bukaryahamenggambarkan
realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumlgeitab tetapi juga
konstruksi dari media itu sendiri. Bahkan melal@rbagai instrumen
yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas garterjadi dalam
pemberitaan. Ini misalnya jika ada demonstrasi nsedvwaa yang selalu
diberitakan dengan anarkisme, itu bukan menunjuk&ahtas sebenarnya, tetapi
juga menggambarkan bagaimana media ikut berperdamdanengkonstruksi
realitas tersebut (Eriyanto, 2002:23).

Dalam konteks tersebut sama halnya dengan beritey ydliput media
terkait dengan kegiatan lllegal Logging yang diaamgglilakukan oleh PT.



RAPP, khususnya pada periode 2009-2010. Dapatadinida pemberitaan
tersebut merupakan realitas sosial yang dikonsikaks oleh media
(wartawan) berdasarkan sumber-sumber objektif. Narpada sisi lain,
tidak dapat disangkal juga boleh jadi, realitase@hf tersebut dimanipulasi
(dikonstruksi) oleh pihak perusahaan untuk membatmberintaan
tersebut. Sesungguhnya ke dalam kedua konteks @hgah kepentingan
yang berbeda dapat menjadikan pemberitaan yangsitkha tergantung
pada kekuataan yang juga melibatkan, tidak hanyara#tari media dan
perusahaan, melainkan faktor x (finansial misalnyahfg juga tidak dapat
diabaikan.

Sesungguhnya pada kontek pergumulan itulah, makaxdgdatan

konstruksionis mencoba menengahinya berdasarkaa psalitas kontruksi

yang objektif-subjektif dalam pelbagai pandanganenMrut pandangan
konstruksionis, wartawan juga dinilai sebagai achau agen konstruksi.
Wartawan bukan hanya melaporkan fakta, melainkargajuturut

mendefinisikan peristiwva. Sebagai aktor sosial, tasan turut

mendefinisikan apa yang terjadi dan secara aktimb@ntuk peristiwa dalam
pemahaman mereka. Fakta tercermin dalam pemberddalah realitas yang
bersifat objektif, dalam arti realitas itu memang@noerminkan kejadian yang
sesungguhnya. Realitas yang dilaporkan dan dilkentawartawan sama
dengan realitas yang sesungguhnya yang dalam kdkdektruksi ini disebut dengan
objektif-subjektif (Eriyanto, 2001: 27).

Oleh karena itu pada tingkat selanjutnya dapattakemn bahwa berita adalah
produk melalui transaksi antara wartawan dengariafalang diliputnya.
Yang kemudian berita tersebut dapat merupakan haaifsaksi antara
wartawan dengan sumber. Dengan demikian maka asajiang terbentuk
dalam pemberitaan, bukanlah apa yang terjadi dalania nyata. Melainkan
relasi antara wartawan dengan sumber, dan lingkusgsial yang membentuknya
(Eriyanto 2002: 28).

2. Pendekatan Ekonomi Politik Komunikasi

Perspektif Ekonomi Politik Komunikasi yang digunaksebagai rujukan untuk
menjawab fenomendlegal Logging adalah upaya menjadi penghubung atau
jembatan dalam memahami fenomena ekonomi dan kdwminpemerintahan
(politik). Fenomena ini merupakan jawaban dalamsmpektif antara ekonomi
sebagai ideologi dan komunikasi sebagai basisakdéeantar aktor pembuat dan
pengguna kebijakan kehutanan yang terkait derijegal Logging (Muchid
Albintani 2011).

Sebagai tindaklanjutnya dalam memahami hubungaehlat, maka pendekatan
ini disebut dengan Ekonomi Politik Komuniasi. Iniimdksudkan untuk
memahami fenomena ekonomi dan ideologi terhadamgueraan perspektif
politik dan komunikasi dengan kelemahan yang dkimyia, sehingga tidak dapat
secara optimum menjelaskan fenomena antara penfleudd dan hasil yang
diberitakan tersebut. Realitas tersebut tentu $&semplikasi pada proses
ekonomi, politik dan komuniasi itu sendiri. Keadaan menunjukkan bahawa



betapa signifikannya upaya memahami pendekatagbigraigar dapat mengamati
fenomenallegal Loggingdan hubungannya dengan PT. RAPP sebagai institusi
ekonomi (bisnis) yang harus menjalankan kegiatam®ydasarkan regulasi yang
ditetapkan oleh pemerintah (SK MENHUT No0.327) sacaebih lengkap
(komprehensif).

Berdasarkan pada argumentasi tersebut, maka peadelekonomi politik
komunikasi diperlukan karena berguna menelaah atanganalisis hubungan
kebaradaan PT. RAPP sebagai institusi bisnis degal Logging lebih
komprehensif. Dalam konteks pembangunan struktkudsaan, ekonomi dan
komunikasi sekaligus, kebijakan kehutanan yang raksttk baik pada era
pemerintahan Orde Baru dan era Reformasi dengalogipyang sama dan tidak
ada perbeda, maka diperlukan pendekatan yang Iddisibel, integral dan
komprehensif (lentur, menyatu dan lengkap). Arguasnterhadap pentingnya
perspektif yang lebih komprehensif tersebut diskbaljika penerapan pelbagai
kebijakan oleh Pemerintah Pusat di Riau (khususangdkehutanan), tetap
sentralistis (terpusat) seperti inilah yang mewapskembangan pembangunan
bidang kehutanan di Riau yang dimulai semejak Bdes sampai sebelum dan
pasca Reformasi (proses Reformasi masih tetapngsdag) (Muchid Albintani
2011).

IV.MEDIA MASSA, PT. RAPP DAN PEMBERITAAN
ILLEGAL LOGGING

1. Illegal Logging, Media Massa dan PT. RAPP

Mencoba mencermati kegiata#lfegal Logging Media Massa dan PT. RAPP
tahun 1999 sehingga 2000 memiliki hubungan sigaifikerhadap pelaksanaan
otonomi daerah dalam kebijakan kehutanan yang igekaljuga penolakan

kebijakan pemerintah terkait perluasan konsesilb#ii PT. RAPP di Riau. Pada
konteks ini, PT. RAPP dan kegiatan lllegal Loggifpgnebangan liar) pada
priode 2009-2010 menjadi fokus pemberitaan di metbasa.

Untuk kemudian fokus pemberitaan disebabkan oley&man yang saling
bertolak belakang terkait kebijakan kehutanan diuRiPada satu sisi untuk
pertama kalinya semenjak otonomi daerah dilaksanakeorang Kepala
Daerah (Bupati) dihukum karena korupsi (gratifijaserkait izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang berujpada kegiatahilegal
Logging yang turut melibatkan PT RAPP. Sementara pada ks,
Departemen Kehutanan berdasarkan SK MENHUT No.32zhuii 2009
memberikan perluasan wilayah kawasan gambut SenquegaiKampar kepada
PT. RAPP yang dinilai bermasalah dan berpotengaderya kegiatanllegal

Logging

Berdasarkan realitas yang kontradiksi tersebut yaetatarbelakangi maraknya
pemberitaan media masa tentdliggal Logging di Riau. Dalam konteks ini
lllegal Logging dapat didefinisikan sebagai serangkaian pelanggpesaturan



yang mengakibatkan eksploitasi sumber hutan melampatas (berlebihan).
Sementara pelanggaran yang terjadi dimulai daapah produksi kayu, misalnya
pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kaywdgetfan (hasil tebangan),
tahap pemerosesan dan tahap pemasaran. Bukanaitjpsaggunaan cara yang
korup untuk mendapatkan akses (jalur) ke kehutadan pelanggaran-
pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajalahadagian dari proses
lllegal Logging tersebut.

Sebagaimana pemberitaan di DetikNews (28/11/2088yvh Status quo konsesi
izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalam@Pand Paper (RAPP) di
kawasan gambut berpotensi terjadi lllegal LoggDigperkirakan kerugian negara
dapat mencapai Rp100 milyar lebih.

Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan hitungan tdsil diskusi lingkungan
yang diselenggarakan Jaringan Kerja PenyelamatnHriau (JIKALAHARI) di
Pekanbaru, Sabtu (28/11/2009). Kegiatan ini dihaéjumlah aktivis lingkungan:
WALHI, Greenpeace dan pakar lingkungan Prof. AdKasri dari Universitas
Riau.

Menurut Direktur JIKALAHARI, Susanto, MENHUT Zulkif Hasan telah

menyetujui pencabutan sementara izin HTI PT. RAPRas 115 ribu hektar.
Namun persetujuan baru bentuk lisan, tanpa ada &ietappan. Susanto
mengatakan selama status quo ini, PT. RAPP tetdgkol@n perambahan hutan
di kawasan gambut Semenanjung Kampar. Diperkiraaak izin dikeluarkan

oleh MENHUT MS Kaban pada 12 Juni 2009 lalu, sudda 1.000 hektar lahan
gambut digunduli pihak perusahaan.

Sementara itu, juru bicara Greenpeace Wilayah Asiaggara, Bustar Maistar
dalam kesempatan yang sama menyebutkan dengan bdilekennya SK

pencabutan izin tersebut, berpotensi merugikan raedari segi tegakan kayu
alam. Dalam hitungan tiga bulan pasca diberikam @eh MS Kaban dengan 30
alat berat yang bekerja di lokasi, maka estimagkarkerugian negara dihitung
dari harga kayu, dana reboisasi (DR) serta dangigfr8umber Daya Hutan
(PSDH). Di lokasi tersebut diperkirakan minimaldgpat 77 meter kubik kayu
per hektarnya. Dengan 1.000 hektar, menghasilk&@0d fmeter kubik. Harga
kayu log minimal Rp800 ribu per meter kubik.

Adapun pajak DR untuk jenis kayu log (besar) yarnkembkan pemerintah
sebesar 12 dollar AS per meter kubik. SedangkanH’B&rganya 38 ribu per
meter kubik. Bila ditotal seluruhnya hanya dengdongan kasar, negara sudah
kehilangan dana lebih sekitar 73 miliar dari pggks kayu log. Kemudian ini
belum dihitung pajak dari jenis kayu baban bakwpise(BBS) yang dihitung
kayu-kayu kecil di lokasi tersebut. Bila dihitundgngan BBS, maka angkanya
dapat bertambah minimal 40 persen dari hitungaakeag kayu log. Jadi totalnya
pajak kayu log dengan BBS dalam 1.000 hektar bengotmerugikan negara
lebih dari Rp100 milyar.

Sementara Prof Anan Kasri, Pakar Lingkungan UniiagsRiau menyebutkan
jika angka tersebut belum dihitung dari kerusakarsistem di mana pembabatan
tersebut berpotensi melepas emisi carbon jutaansai@p hektarnya. Dia
mengatakan untuk memulihkan kembali lahan sesuaalrga, minimal



membutuhkan waktu 7 regenerasi. Jadi ditinjau slagi kerusakan lingkungan,
tentulah sangat sulit dapat kembali seperti semula.

Karena itu MENHUT Zulkifli Hasan segera mengeluarl@K pencabutan untuk

selamanya atas perluasan izin HTI PT. RAPP. Dariyang ada, 56 ribu hektar

konsesi PT. RAPP berada di lahan gambut yang pblingak menyimpan emisi

carbon. Jangan biarkan lahan status qua, kareamaedtatus quo berlangsung,
PT.RAPP dapat saja melakukan pembabatan hutandalakasi tersebut.

Meski mendapat kritikan keras dan pemberitaan dllegogging terrus
berlangsung, namun PT. RAPP tetap saja mendapsétpgran perluasan areal
seluas 235.140 Ha. Ini sesuai dengan SK MENHUTSK@56/Menhut-11/2004,
Tanggal 1 November 2004 (perubahan kedua). Sefainuga berdasarkan
permohonan Direktur Utama PT.RAPP sesuai surat MORY&RAPP-DU/I/04
Tanggal 19 Januari 2004, Menteri Kehutanan menganaSurat Keputusan
Nomor SK.327/Menhut-11/2009 tanggal 12 Juni 2008r(bahan ketiga) dengan
luas areal 350.165 Ha yang tersebar ke 5 Kabupaten.

Berdasarkan pada pelbagai penjelsan tersebut, neles bahwa  hasil
pembahasan menunjukkan bahwa Hubungan lllegal bggdan PT. RAPP telah
terkonstruksi oleh media masa yang menunjukkanlgberadaan keduanya (PT.
RAPP dan lllegal Logging) pada tahun 2009-2010 abeenj terpisah dan tidak
saling terkait tersebut.

2. PT RAPP dan Illegal L ogging Dalam Kontruksi
Ekonomi Poalitik Media Massa

Keberadaan PT. RAPP jika dikaitkan dengan aktiviesebangan liarllfegal
Logging atau ILLOG) di Riau khususnya dan Indonesia umumnya menyemabk
begitu pentingnya kehadiran perusahaan terbes#ésidi Tenggara ini sebagai
objek pemberitaan. Apalagi jika ILLOG dikaitkan d@am pelbagai isu global
warning yang sedang disoroti dunia internasional.

Meski begitu pada realitas di lapangan terjadi yaalg bertolak belakang. Isu
lllegal Loging yang berada dibalik upaya produksi PT. RAPP menijekls
peliputan para wartawan. Hal ini disebabkan SK MENHatas dikeluarkannya
izin perluasan Hutan Tanaman Industri (HTI) untdk Riau Andalan Pulp and
Paper (RAPP) masih bermasalah. Lokasi izin perfuasa masih banyak
kejanggalan serta tumpang tindih dengan kawasasekoasi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Riaulki#u Yusuf, dalam
perbincangan dengan DetikNews, Selasa (17/11/2iBgkanbaru.

Menurut Zulkifli, SK Menhut MS Kaban No 327, memian perluasan dari 235
ribu hektar menjadi 350 ribu hektar di wilayah kaam gambut Semenanjung
Kampar (SK MENHUT MS Kaban itu dikeluarkan padaJidi 2009).



"Izin perluasan itu memang bermasalah. Sejak aualskdah menyampaikan ke
Menhut pada 2 September 2009 lalu, agar tidak melam perluasan HTI
tersebut. Kita minta agar DEPHUT dapat menyelesagasoalan yang terjadi di
lapangan. DEPHUT kita minta untuk tidak mengeluari®encana Tata Kerja
tahunan untuk menebang kayu, namun surat kitédék tnendapat jawaban.

Menurut Zulkifli, banyaknya persoalan yang harusetiisaikan di lapangan tidak
lain kawasan yang ada dalam perizinan tersebutdompindih dengan kawasan
konservasi. Dinas Kehutanan Riau mencatat perluasaHTI PT. RAPP itu
tumpang tindih dengan lima kawasan konservasi HMangasatwa. Kelima
konservasi itu, Hutan Margasatwa Rimbang Balingsik #ulau Padang, Danau
Pulau Besar, Tasik Belat, dan Taman Nasional TéBkn Selain itu masalah
juga muncul ketika dilakukan pengukuran di lapandamyata total luas malah
bertambah menjadi 357 ribu hektar atau kelebih&itaser.000 hektar.

"Ini belum lagi dari perluasan yang diberikan tergesekitar 20 ribu hektar status
kawasan Hutan Produksi Konservasi. Sesuai aturarg yada tidak boleh
dijadikan HTI sebelum ada dikeluarkan surat perabgheruntukan. Jadi memang
banyak masalah atas izin tersebut," kata Zulkifli.

Jika saat ini izin tersebut, kata Zulkifli, mendamotes keras dari kalangan
aktivis, maka hal itu menjadi tanggungjawab DEPHRIT Menurutnya, Dinas
Kehutanan Riau sejak awal sudah menolak rencanaapar tersebut. Kalau
sekarang izin itu menimbulkan ekses penolakan gdara aktivis, ya jangan
salahkan kami. Kita juga tidak perlu menyalahkam sama lain. Namun cobalah
mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan pearaal.

Berdasarkan pada pemberitaan tersebut dapat dikgtkdh SK MENHUT MS
Kaban inilah yang kini mendapat penolakan keras adivis Greenpeace. Para
aktivis internasional ini membangumasecamp di Desa Teluk Meranti,
Kecamatan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Sutlzdn pekan mereka
berkampanye penolakan perluasa tersebut. Aktivisinta, agar PT. RAPP
segera menghentikan perambahan hutan gambut tersebu

Tim Verifikasi Kerentanan Lingkungan dan Gambut berjumlah Sembilan
orang dan dibentuk oleh Kementerian Kehutanan untakindaklanjuti konflik
yang ada antara masyarakat dengan industri Hutaanian Industri PT. RAPP di
Pulau Padang. Tim ini bertugas melaksanakan pemnguokupelaporan dan
verifikasi terhadap kerentanan lingkungan dan gandbwareal HTI PT. RAPP
pada lahan gambut di Pulau Padang.

Tahapan yang harus dilakukan tim verifikasi menuraidil Nandila Wakil
Koordinator JIKALAHARI, seharusnya memverifikasrogedur dan laporan
dokumen Amdal, memverifikasi keabsahan terbitnya SX7 tahun 2009,
memverifikasi hipotesis ancaman tenggelam Pulaafgdaik ada HTI maupun
tanpa ada HTI. Jangan buru-buru mensosialisasildrerkdaan HTI di Pulau
Padang tidak akan menenggelamkan Pulau, karenangamsaja, abrasi sedang
mengancam Pulau Padang.

SK 327 tahun 2009 memberi tambahan areal selua®28 Hhektar kepada PT
RAPP, seluas 45.205 hektar di antaranya ada duFRdalang. Adapun izin itu



tersebar di Kubupaten Kampar, Singingi, Siak, Ralah dan Bengkalis. Izin
tersebut diberikan oleh MENHUT MS Kaban detik-detlkinya lepas dari
Kabinet SBY periode pertama. Yang kemudian Surgtuiesan ini kemudian
berbuntut panjang dengan pecahnya konflik antasyanakat dengan PT. RAPP.

Sebagai banyak diberikan media massa jika Suratitkiegn ini menambah luas
wilayah konsesi PT. RAPP yang sebelumnya sudatralgie di wilayah Riau
yang di antara konsesi tambahannya terdapat dnhgambut Pulau Padang dan
Semenanjung Kampar. Penyimpangan hukum atas tgab@®K 327 tersebut
setidaknya terdapat pada proses kelengkapan admsmniskonfirmasi kawasan,
penyusunan Amdal dan pelanggaran terhadap atur&anhdainnya. Dari
pelanggaran proses perizinan ini wajar saja prdégs masyarakat terus terjadi
karena ini menyangkut pengambil-alihan hak penguaganah dari generasi
mereka.

Berdasarkan pada penjalasan tersebut menunjukkamabpemberitaan tentang
kegiatanlllegal Loggingyang dilakukan (‘dituduhkan’) pada PT. RAPP menjad
persoalan yang ‘mendua’ dan saling berbeda. Datameks inilah sesungguhnya
memperlihatkan jika pemberitadifegal Loggingtersebut, bukan bagian integral
dari proses produksi (kegiatan) PT. RAPP, melaind@maliknya. Tampak peran
media massa menjadi begitu penting dalam menkdsstrealita.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka dalamligen makalah ini
dapat disimpulkan dua hal:

Pertama, hubungdhegal Loggingdan PT. RAPP terkonstruksi oleh media masa
yang menunjukkan apabila keberadaan keduanya (RPPRlan lllegal Logging)
pada tahun 2009-2010 berjalan terpisah dan tidalgdarkait.

Kedua, sehingga, pemberitaan tentang kegi#ltagal Loggingyang ‘dituduhkan’
pada PT RAPP menjadi persoalan yang ‘mendua’ déngsberbeda. Dalam
konteks inilah memperlihtkan apbila pemberitaaagdil Logging tersebut, bukan
bagian integral dari proses produksi (kegiatan) RAPP.
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